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Abstrak,

Pasca Nabi Muhammad Saw wafat, banyak timbul peristiwa baru dan kejadian yang
memelurkan adanya petunjuk/fatwa syara’ salah satunya adalah dari para sahabat Nabi
Muhammad Saw. Memang sebagian sahabat terkenal berpengathuan ilmu dan fikih, serta
mengetahui sumber-sumber hukum Islam dan prinsip-prinispnya. Fatwa-fatwa atau
pendapat mereka berikan itu dikutip/disampaikan kepada kaum muslimin, sehingga sebagian
ulama dijadikan hujjah semantara ulama lain berpendapat berbeda dengan fatwa sahabat.
Dalam konteks hukum ekonomi syariah atau mu'amalah maliyyah, qaul al-shahabt
(pendapat atau fatwa sahabat) teraplikasikan dalam 5 (lima) hal, yaitu: (1) larangan bai’ ‘inah
berdasarkan gaul ‘Aisyah; (2) kadar ganti rugi atas pencederaan hewan ternak; (3) zakat pada
harta anak kecil dan orang gila; (4) zakat al-hulli (zakat perhiasan); dan (5) tadhmin al-
shunnd (jaminan atas sebuah pekerjaan).

Kata kunci: Qaul al-Shahabi, Mu’amalah Maliyyah, Ushul Fikih

Abstract,

After the death of the Prophet Muhammad, there were many new events and incidents that
led to guidance / fatwas of syara 'one of which was from the companions of the Prophet
Muhammad. Indeed, some well-known friends have knowledge of science and jurisprudence,
and know the sources of Islamic law and its principles. The fatwas or opinions they provide
are quoted / conveyed to the Muslims, so that some ulama are used as evidence while other
scholars have a different opinion from the fatwas of friends. In the context of sharia economic
law or mu'amalah maliyyah, qaul al-shahabi (opinion or fatwa of friends) is applied in 5
(five) things, namely: (1) prohibition of bai 'Inah based on gaul' Aisyah; (2) the level of
compensation for injured livestock; (3) zakat on the assets of small children and crazy
people; (4) zakat al-hullf (zakat on jewelry); and (5) tadhmin al-shunna (guarantee for a
Jjob).
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PENDAHULUAN

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT dalam konsep umum dan universal. Ia
memuat hal-hal pokok saja dan tidak rinci. Meskipun tidak benar-benar rinici, namun
hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah tetap, meskipun tempat dan waktu mengalami
perubahan. Khusus bagi hukum yang sangat rinci, hukum Islam menetapkan kaedah-kaedah
umum (Harahap 2019).

Seiring perkembangan zaman serta perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat,
dimana persoalan yang berkaitan dengan hukum selalu muncul serta berkembang, maka pada
prinsipnya al-Quran memberikan petunjuk untuk kembali kepada Allah (al-Quran) dan
Rasul-Nya (Sunnah) sebagaimana amanah dalamal-Quran surah al-Nisa ayat 59. Akan tetapi,
dengan bergitu pesatnya perkembangan zaman, kiranya slogan al-ruji ila Allah wa Rasiilahu
(kembali kepada al-Quran dan Sunnah) tentu saja tidak cukup, dengan demikian, diperlukan
seperangkat metodologi hukum, yang dalam kahzanah ilmu syariah disebut dengan ushul
fikih (Abu Bakar 2019).

Aktivitas ijtihad dilakukan oleh para ahli hukum Islam demi mengawal syariat Islam
agar senantiasa dinamis dan responsif terhadap perkembangan zama. Mereka melakukan
ijjtthad dengan cara menggali hukum yang terkandung dari sumber hukum Islam yang
disepakati oleh mayoritas ulama yaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmak (konsensus) dan qiyas
(analogi). Selain itu juga, aktivitas ijtihad pun dilakukan dengan menggunakan metode-
metodenya yang berdasarkan ra’yu berupa istthsan, mashlahah, istishhab, syar'u man
gablana, fatawa shahabi, ‘urf, sad al-dzari’'ah (Husnul Haq 2017).

Pasca Rasulullah Saw wafat, tidak dapat dipungkiri bahwa, persoalan hukum yang
ditanyatakan oleh umat beralih kepada para sahabat Nabi Muhammad Saw. Terlebih tatkala
lahir serta muncul problem-problem baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring
dengan perkembangan situasi dan kondisi seperti itulah, kemudian banyak sahabat yang
tampil memberikan pendapat (fatwa) dalam menjawab berbagai masalah hukum yang
muncul. Sebagian ahli ushul fikih menyebut pendapat sahabat dengan qaul al-shahabt
(perkataan/ pendapat sahabat). Sebahagian lain menamakannya dengan fatwa sahabi (Nizar
2017).

Salah satu metodologi penetapan hukum dalam Islam dalam ilmu ushul fikih adalah
qaul al-shahabi. Secara sederhana gaul al-shahabi dapat diartikan hal-hal yang sampai
kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan dan
perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash
yang sharih baik dari Al-Qur’an atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan
tersebut (Singgih 2018).

Salah satu metode ijtihad yang di-ikhtilaf-kan oleh para ahli ushul fikih adalah gaul
al-shahabi. Sebagian ulama memandang bahwa gaul al-shahabi adalah sebagai sumber
alternatif selain al-Quran dan sunah. Walaupun eksistensi gaul al-shahabt masih menjadi
bahan diskusi serta perbedaan pendapat dikalangan para ulama ushul fikih, namun sampai
saat ini banyak ksusus yang merujuk pada pendapat atau fatwa sahabat (qaul al-shahabi)
(Hakim 2019).

Berdasarkan hasil penelusuran serta penelitian penulis, belum ditemukan adanya
peneliti yang khusus membahas aplikasi gaul al-shahabi dalam konteks mu’amalah maliyyah
atau hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini berfokuskan kepada eksistensi
qaul al-shahabi dalam metode penetapan hukum Islam serta aplikasinya dalam konteks
mu’admalah maliyyah.

74



Aplikasi Qaul Shahabi Dalam Mu’d@malah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)
Panji Adam Agus Putra
DOI : 10.24252/iqtisaduna.vyi1.21588

TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Qaul al-Shahabi

Secara sederhana qaul al-shahabr berarti “pendapat para sahabat Rasulullah Saw”.
Hampir semua kitab-kitab ushul fikih membahas tema mengenai qaul al-shahabi, meskipun
mereka berbeda dalam keluasan bahasanya juga berbeda dalam penamaannya. Ada yang
menamakan dengan mazhab shahabi, ada pula yang menamakannya dengan fatwa shahabi.

Secara etimologis kata shahabah (baca: sahabat) merupakan bentuk dari kata “al-
shuhbah” (persahabatan), yang tidak mengandung pengertian lain dalam ukuran tertentu,
tetapi berlaku untuk orang yang menyertai orang lain, sedikit ataupun banyak.(Muhammad
‘Ajaj al-Khatib 2006)

Diskusi terkait definisi mengenai shahdbah secara terminologi terjadi perbedaan
antara ulama dari kalangan muhaditsin (ulama ahli hadis) dan ushiiliyyin (ulama ahli ushul
fikih). Definisi sahabat menurut ulama hadis adalah sebagai berikut:

Ol ] ) A il o) g 4adlal o ey Lol 4l (e 1pdinaal) die dlaall

“Setiap muslim yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan muslim dan
mati dalam keadaan Islam, baik dalam kurun waktu yang lama atau
sebentar”.(Wahbah al-Zuhaili 2006)

Adapun definisi sahabat secara terminologi menurut ulama dikalangan ushiliyyin
adalah sebagai berikut:
Sy sha e ) 4 3 5 4 gl gl s adde il Loa ol 8 (g
“Orang yang bertemu dengan Nabi Saw dan beriman kepadanya dan ia
bermulazamah (bergaul) dengannya dalam kurun waktu yang lama”.(Zaky al-Din
Sya’ban 2019)

Berdasarkan kedua definisi di atas maka kita dapat melihat adanya sedikit perbedaan
antara definisi yang dikemukakan oleh ulama hadis dan ulama ushul fikih tatkala
mendefinisisikan sahabat. Keduanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah
orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad Saw dan mati dalam keadaan Islam. Akan
tetapi keduanya berbeda pendapat mengenai durasi atau lama tidaknya pertemuan antara
seseorang yang disebut dengan sahabat dengan Nabi Saw. Para dari kalangan muhaditsin
(ulama ahli hadis) tidak memberikan batasan atau persyaratan keharusan seringnya bertemu
dengan Nabi Saw walaupun sekali sudah dikatakan cikup, hal ini dikarenakan bagi para ulama
hadis memandang para sahabat sebagai periwayat hadis-hadis Rasulullah Saw. Dengan
demikian hal tersebut tidak menuntut seringnya bertemu serta ber-muldzamah (bergaul)
dengan Nabi Saw. Oleh karenanya para sahabat berbeda antara satu dengan yang lainnya
dalam hal jumlah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw. Adapun bagi ulama dari kalangan
ushiliyyin (ulama ahli ushul fikih) memberikan persyaratan lamnya ber-mulazamah
(bergaul) para sahabat dengan Rasulullah Saw, karena memandang bahwa para sahabay
adalah geerasi yang akan menyampaikan hukum-hukum dalam Islam dan hal itu menuntut
adanya mulazamah yang intensif dengan Nabi Saw sehingga dapat menghasilkan ilmu serta
pemahaman yang mendalam tentang Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan gaul
al-shahabt (~~=V J£) adalah pendapat para sahabat Rasulullah. Adapun yang dimaksud
dengan pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat mengenai suatu kasus yang dikutip
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oleh para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis
tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.(Syamsul Munir
Amir 2005)

Menurut Satria Efendi yang dimaksud dengan mazhab shahdbi (qaul al-shahabi)
adalah pendapat sahabat Rasulullah Saw tentang suat ksusus di mana hukum-nya tiak
dijelaskan secara tegas dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah.(Satria Effendi M Zein 2009)
Pendapat lain mengenai definisi qaul al-shahabr secara sederhana dikemukakan oleh Amir
Syafirudin yaitu fatwa sahabat secara perseorangan.(Syarifuddin 2011)

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
gaul al-shahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah Saw tentang suatu kasus yang
dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadis
tidak menjelaskan hukum terhadap kasusu yang dihadapi oleh sahabat tersebut, di samping
belum adanya ijmak (konsensus) para sahabat yang menetapkan hukum tersebut.

Kedudukan Qaul al-Shahabi menurut Pandangan Ulama

Persoalan yang dihabahas oleh para ahli ushul fikih dalam persoalan gaul al-shahabi
adalah apakah fatwa-fatwa mereka itu harus diikuti oleh para mujtahid setelah al-Quran,
sunnah dan ijmak dalam menetapkan hukum atau tidak. Menurut Abd al-Karim Zaidan
setidaknya terdapat 4 hal yang berkaiatan dengan hal ini, yaitu sebagai berikut:(Abd al-Karim
Zaidan 2015)

1. Qaul al-shahabrt (fatwa sahabat) yang bukan merupakan hasil ijtihad ia merupakan
hujjah dapat menjadi landasan hukum menurut para ulama. Seperti fatwa Ibn Mas’ud
bahwa batas minimal waktu haid (menstruasi) adalah tiga hari, dan batas minimal
mahar (mas kawin) adalah sebanyak sepuluh dirham. Fatwa-fatwa tersebut
merupakan bukan berasal dari ijtihad sahabat dan kemungkinan hal itu mereka
mendengar dari Nabi, maka hal itu mejadi sunnah dan sunnah merupakan sumber
hukum.

2. Qaul al-shahabr (fatwa sahabat) yang disepakati dan dapat dijadikan hujjah (landasan
hukum) dan hal tersebut kedudukannya menjadi ijmak (konsensus). Demikian pula
gaul al-shahabr yang tidak diketahui adanya yang menyelisihi maka hal itu menjadi
ijmak sukiti dan itu pun dalam dijadikan sebagai landasan hukum menurut para
ulama yang mendukung konsep ijmak sukiiti.

3. Fatwa sahabat secara perorangan yang tidak mulzim (mengikat) bagi sahabat yang
lain. Para mujtahid di kalangan sahabat memang sering terjadi perbedaan pendapat
dalam suatu masalah, namuan dalam hal ini fatwa seorang sahabat tidak mengikat
bagi sahabat yang lain.

4. Fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh ijtihad dan ra’yu.

Kemudian timbul perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai pendapat
atau fatwa para sahabat yang berdasarkan ijtihad dan ra’yu semata, apakah dapat
menjadi hujjah bagi generasi sesudahnya? Dalam hal ini para ulama memiliki
argumen mengenai mengikat atau tidaknya fatwa sahabat peroranganyang
berdasarkan ijtihad dan ra’yu.

Ulama Hanafiyyah, Imam Malik, Qaul Qadim Imam Syafi'i dan pendapat terkuat

dalam Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi
hujjah dan apabila pendapat para sahabat bertentangan dengan giyds (analogi), maka
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pendapat sahabat yang didahulukan. Alasan yang mereka kemukakan antara lain adalah
firman Allah dalam al-Quran surah Ali Imran (3) ayat 110:

oA sty a2 Rt 4 2 9} as% esf (202 yed R N O P I BT DU IV TR AL C O PO T ssia IR E P
(110) Osamlall 2825815 & siaball Aghe 2] 1708 HIET ESH b Gal 315 B G5y KA ge §5e55 Caslaraly §50a0 el &a el 441 5 23S

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka
ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Menurut mereka ayat ini ditunjukan kepada para sahabat. Kemudian dalam ayat lain

yang menjadi argumentasi mereka adalah al-Quran surah al-Taubah (9) ayat 100:
53 S5 150 e (ol a S G5 (5 )35 i sl el Al 1 sl s s B )y ool b ) G5 a5 G saledd e G (S5
(100) Akl
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara
orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan
baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah

menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya;
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah Swt secara jelas memuji para sahabat, karena
merekalah yang pertama sekali masuk Islam. Pujian ini juga diberikan kepada genrani
sesudah mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat.

Selain al-Quran yang dijadikan landasan argumentasi bagi mereka yang mendukung
qgaul al-shahabri sebagai hujjah, mereka pun berargumen berdasarkan sabda dari Rasulullah
Saw diantaranya adalah

ot Ve PO e LR A

“Sahabatku laksana bintang gemintang, siapa pun diantara mereka yang kamu
tkuti niscaya kamu memperoleh petunjuk”.(al-Syari’ah 1999)

Selain hadis di atas, mereka pun berargumen berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-
Thahawi sebagai berikut:

“Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa al-
rasyidun sesudahku”(al-Thahawi 1994)

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, kedua hadis di atas secara jelas
menunjukkan bahwa umat Islam diwjaibkan untuk mengiktui sunnah para sahabat. Lebih
lanjut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa adalah sangat mungkin apa yang
dilakukan dan dikatakan oleh para sahabat itu datangnya dari Rasulullah Saw, bahkan tidak
sedikit pendapat mereka yang didasarkan kepada petunjuk Rasulullah Saw. Di samping itu,
para sahabat tidak akan mengluarkan pendapatnya kecuali dalam hal-hal yang sangat penting.
Hal ini menunjukkan sikap ihtiyath (kehati-hatian) mereka dalam menjawab persoalan
hukum yang dihadapkan kepada mereka. Di sisi lain, apabila orang awam dibolehkan
mengikuti pendapat para mujtahid, maka mengikuti pendapat para sahabat tentu akan lebih
boleh lagi, karena Rasulullah Saw mengatakan abhwa generasi sahabat merupakan generasi
terbaik.(Ma’ruf Amin 2008) Hal ini sebagaimana hadis yang diriwaytakan oleh Imam al-
Bukahri sebagai berikut:

ot b Gl & s ol 8 (a8 ity sy il a0 e 600 06
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“Nabi Saw bersabda: Sebaik-baiknya kalian adalah pada generasiku, kumudian
generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya”.(al-Bukhari 2008)

Sebagian ulama dari kalangan Syafiiyyah, Asya’irah, Mu’tazilah dan Syi’ah
berpendapat bahwa pendapat sahabat itu tidak dapat dijadikan hujjah (landasan hukum)
karena ijtihad mereka sama dengan ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib diikuti mujtahid
lain.

Dasar argumentasi yang dikemukakan mereka adalah firman Allah Swt dalam al-
Quran surah al-Hasyr (59) ayat 2 yang berbunyi:

)shadig al i e 280 A8 0 G sl afiole 2T 1505 1A 550 4 Al e jnal) O3 2 s e I (AT e 15058 (ol 2 08T 63
(2) Joa) ol 188 Guia 3l (ol s 2ethy 480 Csi A0 2 301 2 ff 8 o

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-
kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka,
bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka
akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah
mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-
sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka
memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan
orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran,
hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Di dalam ayat ini terdapat ungkapan Ju=% i 155G artinya ada perintah untuk
melakukan i’tibar, yaitu dengan cara berijtihad bukan bertaklid. Implikasi dari perintaj ini
adalah seseorang dilarang bertaklid (mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil) karena untuk
menentukan suatu hukum diperlukan dalil, sedangkan taklid dikecam oleh syara. Di samping
itu, sahabat Nabi bukanlah orang yang ma’shiim (terpelihara dari kesalahan), mereka bisa saja
mengalami kelupaan dan kealpaan. Hal demikian meniscayakan tidak layaknya gaul mereka
diposisikan sebagai hujjah syariyyah atau landasan hukum.

Dasar hukum yang dijadikan sandaran oleh mereka yang meolak ke-hujjah-an qaul
shahabr adalah firman Allah Swt dalam al-Quran surah al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

Gl i D 31 ol iy §sia A O 05 0 ) 65308 e (b 38 8 e a1 (sl Qi | sl 0 el 15 G el
(59) St

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang dijadikan rujukan apabila terdapat suatu
persoalan yang diperselisihkan adalah al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. Apabila seseorang
hanya mengambil pendapat sahabat, maka itu berarti meninggalkan kewjaiban merujuk
kepada al-Quran dan Sunnah.

Selanjutnya ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa dalam penelusuran terhadap
pendapat para sahabat, ditemukan bahwa sebagaiana pendapat mereka didasarkan pada
ijtihad, dan terjadinya kesalahaan dalam ijtihad itu bukanlah suatu yang msutahil, karena
tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan salah dalam melakukan ijtihad. Adakalanya para
sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pada suatu kasusu, seperti kasus
pembagian warissan kakek dengan saudara laki-laki, sehingga sulit untuk diikuti pendapat
mana yang benar. Melalui induksi, para ushul fikih telah menetapkan bahwa tidak wajib
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seorang mujtahid mengikuti hasil ijtihad orang lain. Oleh sebab itu, mengikuti pendapat
sahabat pun menjadi tidak wajib.(Ma’ruf Amin 2008)

Ulama dari kalangan Hanafiyyah membedakan antara pendapat sahabat yang sama
sekali bukan permasalahan ijtthadiyyah dengan pendapat para sahabat yang populer
(tersebar luas) dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang tidak menyetujii pendapat
tersebut, serta pendapat sahabat yang didasarkan kepada ijtihad tetapi tidak popoler.

Apabila pendapat tersebut bukan dalam masalah ijtithadiyyah dan tidak diketahui
adanya sahabat lain yang tidak menyetujuinya, menurut ulama dari kalangan Hanafiyyah,
pendapat tersebut dapat diterma sebagai landasan hukum (hujjah) dalam menetapkan hukum
syara’. Argumen yang dikemukakan oleh Hanafiyyah adalah dalam persoalan yang tidak
boleh dilakukan ijtihad, para sahabat tidak mungkin mereka melakukan ijtihad terhadap
persoalan tersebut. Juga diduga keras bahwa pendpaat tersebut muncul dari petunjuk atau
sikap Rasulullah Saw. Pendapat seperti ini, menurut ulama Hanafiyyah, statusnya sama
dengan sunnah taqririyyah (persetujuan Rasulullah Saw terhadap perbuatan yang dilakukan
oleh para sahabat).(Ma’ruf Amin 2008)

Terhadap pendapat sahabat yang didasarkan kepada hasil ijtihad mereka dan
pendapat tersebut tersebar luas di kalangan sahabat serta tidak diketahui ada sahabat lain
yang tidak menyetujuinya, maka pendapat seperti ini, menurut ulama Hanafiyyah dapat
dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Mereka mereka, pendapat sahabat dalam
kategori kedua ini sama statusnya dengan ijma sukiiti (kesepakatan yang terbentuk dari
pendapat seorang mujtahid sedangkan mujtahid lainnya tidak membantah atau diam saja).
Ulama Hanafiyyah berprinsip bahwa ijma sukiitt dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan
hukum syara’.(Ma’ruf Amin 2008)

Apabila pendapat sahabat itu didasarkan kepada hasil ijtihadnya dan tidak poluer,
maka menurut ulama Hanafiyyah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum
syara’. Terhadap permasalahan ini seluruh ulama ushul fikih sepakat untuk menolaknya.
Dalam hubungan inilah Imam Abu Hanifah mengatakan:

day omisdla, e

“Mereka itu (sahabat) laki-laki (mujtahid) kita juga laki-laki (mujtahid)” (Syams al-

Din al-Din al-Fanari 2006).

Pendapat dari kalangan ulama yang tidak berskap secara mutlak (pasti) dalam
menerima atau menolak pendapat sahabat; artinya; menerima dalam bentuk tertentu dan
menolak yang lainya. Rincian pendapat mereka adalah sebagai berikut:(Syarifuddin 2011)

1. Pendapat sahabat dapat berdaya hujjah apabila pendapat tersebut bertentangan
dengan qiyas (analogi). Alasannya adalah seperti yang dikemukakan al-Mahallai,
bawa para sahabat itu bisa beramal dengan qiyas, kecuali apabila menemukan dalil
lain yang lebih kuat yang mendorongnya untuk tidak menggunakan qiyas, baik dalam
bentuk nash maupun dalam bentuk ijma’. Apabila seorang sahabat menyalahi giyds,
maka kemungkinan besar (dugaan kuat) bahwa ia mempunya dalil yang lebih kuat.
Apabila pendapatnya sama dengan qiyds, maka kemungkinan pendapatnya
berlandaskan giyds. Dalam keadaan ini, maka giyas ituah yang menjadi hujjah, dan
bukan pendapat pribadi sahabat tersebut.

2. Pendapat sahabat yang didukung oleh qiyas garib dapat menjadi hujjah, karena
pendapat tersebut telah mendapat kekuatan oleh kesamaannya dengan qiyas.
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Pendapat sahabat dapat menjadi hujjah apabila pendapanya itu telah tersebar dan
tidak ditemukan ada pendapat lain yang menyanggahnya. Pendapat ini muncul di
kalangan ulama yang tidak menerima i{jma’ sukiiti sebagai dalil yang berdiri sendiri.
Jika ada pendapat pribadi seorang sahabat, meskipun pendapat itu telah tersebar luas
dan tidak ada yang membantahnya, tetapi masih bernama pendapat pribadi sahabat,
bukan ijma’ sukiitt dari sahabat. Pendapat sahabat menjadi hujjah bukan karena ia
telah menjadi ijma’ sahabat tetapi karena pendapat pribadi sahabat itu secara jelas
tidak ada yang menyanggahnya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal
studies, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti objek berdasarkan norma hukum.
Dalam kajian fikih muamalah, norma hukum yang berlaku adalah norma hukum dan asas
fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari studi pustaka dengan
menggunakan bahan-bahan sekunder. Sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab
ushul fikih yang khusus membahas mengenai qaul shahabi. Adapun sumber sekunder dalam
penelitian ini adalah kitab-kitab fikih muamalah baik klasik maupun kontemporer yang
relevan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah kitab-kitab ushul fikih muamalah
yang berkaitan dengan fokus penelitian . Adapun metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa gaul shahabti merupakan salah satu
dalil atau metode ijtihad dalam pengambilan hukum ekonomi syariah. Berikut ini akan
diuraikan mengenai aplikasi gaul shahabi dalam bidang mu'a@malah maliyyah yang
merupakan fokus dalam penelitian ini.

Jual-Beli ’lnah (Bai’ al-‘lnah)

Salah satu akad jual-beli yang diperdabatkan keabsahan hukumnya di kalangan ulama
fikih adalah bai’ al-Tnah. Secara etimologis, kata al-Tnah bermakna pinjaman. Dalam konteks
bahasa Arab, kata ‘ayyana memiliki berarti berhutang, yaitu penjual menjual barangnya
dengan cara tangguh kemudian ia membelinya kembali dengan pembayaran tunai dengan
harga yang lebih rendah.(Richa Angkita Mulyawisdawati dan Mufti Afif 2018) Menurut Imam
al-Nawawi salam seorang ulama bermazhab Syafi’i, dinamakan ‘inah karena akad jual beli ini
dapat mendatangkan ‘ain, yaitu profit (keuntungan dinar maupun dirham.(al-Nawawi n.d.)
Jumhur ulama fikih berpendangan bahwa jual-beli inah termasuk kedalam akad jual-beli
yang dilarang. Abu Hanifah meskipun secara umum menyatakan mengenai keabsahan akad
jual-beli ditentukan berdasarkan bahasa kontraknya, namun ia melarang skema jual-beli
inah. Adapun menurut ulama dari kalangan Mailikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa
jual-beli Tnah dilarang berdasarkan sad al-dzari’ah (Agus Fakhrina 2015).

Para ulama menafsirkan praktik bai’ al-inah tersebut sebagai berikut, seorang
menjual barang dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai batas waktu yang telah
disepakati. Setelah itu, dia membelinya kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan
harga yang lebih murah/rendah, agar selamat dari riba. Seolah-oleh ia menjual dirham yang
dikreditkan dengan dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbdaaan selisih harga.
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Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya (hilah), padahal intimya adalah riba.
Dalam bahasa Inggris transaksi ini dinamakan sale and buy back. Misalnya, seseorang
menjual barang kepada orang lain (pembeli) dengan harga 1 juta selama setahun, kemudian
oleh orang pertama (penjual) barang tersebut dibeli kembali dengan harta 900.000 (sembilan
ratus ribu) secara kontan. Dengan demikian, dalam bai’ al-inah ini transaksi dilakukan hanya
antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) terhadap aset yang sama (Fathurrahman Djamil
2012).

Menurut Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, terdapat karakteristik dari bai’ al-inah,
yaitu sebagai berikut: (1) yang membutuhkan uang itu yang membeli barang secara tidak tunai
dan menjual barang secara tunai; (2) ada 2 akad dalam bai’ al-inah, tunai dan tidak tunai
(urutannya bisa sebaliknya); (3) dalam akad pertama, penjual (kreditor/mugrid) itu menjual
dengan tunai mendapatkan bunga atas pinjaman; (4) dalam akad kedua,
pembeli/debitur/mgqtarid itu membeli dengan tidak tunai harga (harga lebih rendah) ia rugi
tapi memenuhi kebutuhan akan uang (Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni 2015).

Menurut para ulama, sesungguhnya, motivasi pembeli dalam transaksi bai’ al-inah
bukan barang, tetapi memenuhi kebutuhannya akan uang. Oleh karena itu, calon penjual
menawarkannya untuk membeli barang yang dimilikinya dengan harga tidak tunai, dan
kemudian dibelinya kembali dengan tunai. Sehingga pembeli mendapatkan dana tunai,
sebagian digunakan untuk memenuhi angsuran pertama terhadap penjual, dan sisanya untuk
memenuhi kebutuhannya. Sedangkan penjual mengambil selisih harga beli dan jual
(Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni 2015).

Terdapat dua pendapat ulama berkaitan dengan bai’-al-ian ini. Pendapat pertama
yang mengharamkan. Bagi yang mengharamkan, transaksi jual beli ini termasuk hilah ribawi
(tipu daya untuk menutup-nutupi sistem riba) yang biasanya mengantar orang pada praktik
riba. Menurut mereka, sekalipun transaksi jual beli ini dikemas dengan kemasan mubah atau
dengan kata laim memenuhi unsur jual beli, yaitu ada pembeli dan penjual, pihak penjual
meyerahkan barang kepada pihak pembeli, pihak pembeli menyarhkan harga kepada pihak
penjual, dan begitu juga sebaliknya, namun, transaksi ini didasarkan pada asumsi bahwa jual
beli itu sebenarnya hanya samaran.khayalan/idenya saja. para pihak pada dasarnya tidak
tertarik dalam pengalihan kepemilikan aset, tetapi yang terpenting adalah adanya
pembayaran tunai antara mereka yang akan dibayarkan kemudian dengan mark-up. Oleh
karena itu, menurut pendapat pertama ini, transaksi jual dan beli kembali dianggap sebagai
hilah untuk mengelak dari larangan riba, sehingga mayoritas ulama tidak membolehkan bai’
al-inah dengan alasan niat para pelaku tidak sah (legal motive of the parties) menyatu dari
keadaan tersebut (Fathurrahman Djamil 2012).

Bagi ulama yang memandang haram bai’ al-‘inah, selain berdasarkan sad al-dzarfah,
mereka berargumen berdasarkan qaul shahabi, yakni gaul Aisyah. Aisyah pernah ditanya oleh
seorang perempuan (budak yang diperisti oleh Zaid Ibn Argam) bahwa ia telah menjual
kepada al-‘Atha seorang budak milik Zaid seharga 800 dinar secara tunai. Aisyah menjawab
bahwa itulah seburuk-buruknya jual-beli, dan Zaid telah membatalkan amaliah jihadnya
bersama Rasulullah Saw jika tidak bertaubat (Musthafa Dib al-Bugha 2013).

Kadar Ganti Rugi Atas Pencederaan Hewan Ternak

Kalangan ualama Hanafiyyah memandang perlunya pembedaan macam hewan ternak
dalam kasus tersebut. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila hewan ternak yang dicederai itu
berupa kambing/domba, maka kadar ganti ruginya adalah senilai dengan harga yang
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terkurangi dan harga standar kambing/domba itu; hal ini karena daging hewan itulah yang
menjadi sasaran pokok pemanfaatannya. Sedangkan, apabila hewan ternak yang dicederai itu
berupa hewan bukan kambing/domba, seperti unta, sapi dan kuda maka kadar ganti ruginya
adalah seperempat dari harga standar hewan tersebut.(Asnawi 2013)

Dasar argumen bagi kalangan Hanafiyyah adalah qaul al-shahabi, yakni qul Umar Ibn
al-Khattab. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar Ibn al-Khattab menulis surat kepada Syuraih
katika ia bertanya tentang suatu kasusu pencederaan mata hewan ternak yang pokok isinya
menyatakan kadar ganti ruginya adalah seperempat dari harga standar hean tersebut. mereka
juga mengemukakan hadis Zaid Ibn Tsabit yang menceritakan bahwa Nabi Saw telah
membuat keputusan hukum mengenai ganti rugi pencederaan mata hewan ternak adalah
seperempat dari harga standar hewan tersebut. Adapu keterangan riwayat tersebut
sebagaimana diriwayatkan oleh al-Thabrani sebagai berikut:

(el o) 5) gl &) AR e b Al asie Al Ya A (gl by

“Bahasannya Rasulullah Saw telah menetapkan kadar ganti rugi akibat mencederai
mata hewan adalah seperempat dari harga hewan tersebut” (al-Thabrani 1994).

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah bahwa apabila hewan ternak
apa pun macamnya dicederai maka kadar ganti ruginya adalah senilai dengan harga yang
terkurangi dari harga standar hewan tersebut. Adapun yang menjadi dasar argumentasi bagi
mereka adalah analogi (qiyds), yakni analogi kepada kasus perbuatan melawan hukum
terhadpa harta kekayaan orang lain. Dengan demikian, mereka tidak menggunakan gaul al-
shahabi.

Zakat Pada Harta Anak Kecil dan Orang Gila

Ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wajib
hukumnya mengeluarkan zakat bagi harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut baik harta
anak yatim orang orang gila dikeluarkan oleh walinya. Menurut Ibn Qudamah salah seorang
orang dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa zakat atas harta anak kecil dan orang gila
diwajibkan dikeluarkan zakatnya apabila telah menehuni 3 syarat, yaitu merdeka, Islam dan
kepemilikan penuh dan yang mengeluarkan zakat tersebut adalah walinya (Ibn Qudamah
1968).

Dalil yang dijadikan argumen oleh Imam Malik berkaitan dengan kewajiban zakat
harta anak kecil dan orang gila adalah qaul al-shahabf, yaitu gaul Umar dan amalan dari istri
Nabi Saw yaitu Aisyah r.a. Dalam kitab al-Muwatha Imam Malik meriwayatkan bahwa
mengenai kedua riwayat tersebut sebagai berikut:

(e o) 5) B3 GG Y il 01al B (1) 1so95) 108 Gadl) &) e & Akl A edila -

“Imam Malik meriwayatkan bahwa Umar Ibn Khattab berkata: Investasikanlah
harta anak yatim agar harta tersebut tidak dimakan oleh zakat”(Malik 1985)

Ca g AS GG Wb 38 b oy BTG Ll Aule a8 QB AT ayl (e anll 0 RS 3 B (8 dlila (e 08

(e o1 5) BLE3Y Uil 3

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari

Bapaknya bahwa dia berkata; " Aisyah mengasuhku bersama dengan seorang

saudara laki-lakiku yang yatim. Dan 'Aisyah mengeluarkan zakat dari harta
kami."(Malik 1985)
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Ulama Hanabilah berargumen mengenai wajibnya zakat anak kecil dan orang gila
berdasarkan qaul al-shahabi yaitu qul Umar dan Aisyah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan
oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut:

A8l AKG Jia A%D Y cagd akld e AT (15 (a Y

“"Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta,
hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk
membayar zakatnya."(al-Tirmidzi 1998).

Imam Syafi’i berargumen mengenai wajibnya zakat pada harta anak kecil dan orang
gila berdasarkan al-Quran, Sunnah, qiyas dan qaul al-shahabi. Landasan hukum dalam al-
Quran menurut Imam Syafi’i terdapat dalam surah al-Taubah (9) ayat 103 yang merupakan
dalil umum mengenai wajibnya zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Adapun landasan
sunnah yang dijadikan argumen oleh Imam Syafi’i adalah hadis dalam kitab Musnad-nya
sebagai berikut:

B3 GRIGEE Y (Al 13al B 1 saily 106 Al i) iy bl 3 5ab G i o s (8 el DA
(sl o1 5)

“Sesunggunya Umar Ibn Khattab berkata: Keolalah harta anak yatim, agar tidak
habis oleh zakat”.(Al-Syafi’i n.d.)

Lebih lanjut Imam Syafi’i berpendapat bahwa mengenai wajibnya zakat pada harta
anak yatim dan orang gila berdasarkan qaul al-shahabr, yaitu gaul Umar sebagaimana telah
disinggung di atas.(al-Syafi'i 1990) Demikian pula Imam Syarbini salah seorang ulama dari
kalangan Syafi'iyyah berpendapat bahwa tidak diperboehkan menggugurkan kewajiban zakat
(pada harta anak kecil dan orang gila) dan tidak boleh pula mengakhirkan penunaian zakat
tersebut sampai anak tersebut berusaia baligh. Imam Ahmad berkata bahwa tidak ditekahui
dari para sahabat adanya pendapat yang benar bahwa zakat pada harta anak kecil tidak ada
kewajiban zakatnya.(al-Khatib al-Syarbini 1994)

Berbeda dengan mayoritas pendapat ulama mengenai wajibnya zakat pada harta anak
kecil dan orang gila, ulama dari kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa pada harta anak
kecil dan orang gila tidak kenakan kewajiban zakat. Dasar argumen bagi ulama Hanafiyyah
bahwa zakat merupakan persoalan ibadah yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan dalil
khusus, hal tersebut demi mengagungkan ketentuan Allah SWT. Bahkan ulama dari kalangan
Hanafiyyah berargumen berdasarkan riwayat dari Ibn Mas’ud sebagai berikut:

B85 Al Jla B Gl 10 cagls Al a3 gt ol (8

“Tidak ada kewajiban zakat pada harta anak yatim” (Muhammad al-Zaila’i 1997) .

Zakat Perhiasan

Para fukuka berbeda pendapat mengenai perempuan yang menggunakan perhiasan
yang terbuat dari emas dan perak apabila telah memenuhi nishab apakah terdapat kewajiban

zakat pada perhiasan tersebut?
Ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa
tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang terbuat dari emas maupun perak,
baik kadarnya sedekit ataupun banyak. Ulama dari kalangan Malikiyyah berargumen dengan
amalan sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab al-Muwatha sebagai berikut:

g ale B e g&sgg}%@@iﬁi&w@a@@y\;\a&ma@ A7 A
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(e 1 9) B3N Ggila Ga £ A8 3B LAAd) (gl b A8 B LAl gl el B Gl

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim
dari Bapaknya bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengasuh
anak-anak perempuan saudara laki-lakinya yang sudah yatim, dan mereka
mempunyai perhiasan. Namun Aisyah dia tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan
mereka."(Malik 1985)

Imam Syaf’i dalam kitab al-Umm berpendapat bahwa apabila perhiasan tersebut
dipergunakan oleh wanita atau disimpan atau di pinjamkan kepada orang lain atau diseakan
maka tidak ada zakat pada perhiasan tersebut, baik dalam jumlah yang banyak maupun
sedikit (al-Syafi’i 1990).

Dasar argumentasi yang dipegang oleh Imam Syafi’i mengenai pendapatnya bahwa
tidak adanya zakat perhiasan adalah gaul al-shahabi berdasarkan dua riwayat berikut:

¥ 1l O GBS adl AN oo A e G e Jlag TA) Eaa M 1l 0 g e (8 (i U

“Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amr Ibn Dinar, aku mendengar

seseorang bertanya kepada Jabir Ibn Abdullah mengenai perhiasan, apakah wajib

dikeluarkan zakat atas perhiasan tersebut, kemudian Jabir menjawab: “Tidak”.(Al-

Syafi’i n.d.)

ACN g g dll.au.\uu\j ) e Gy e gMLGJ ‘J.AQ & *APSMJUG M\uimu.ul\ulm.aiuaudlﬁj
LAy Aadly (LBl y oudl b A O gy (umll) £LgB0 (b (8 gl 1R 5 BIS

“Sebagian sahabat Nabi Saw diantaranya Ibn Umar, Aisyah, Jabir Ibn Abdullah,

Anas Ibn Malik berpendpaat bahwa: “Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan”.

Demikian sebagaimana dirwiyatkan oleh sebagai fukaha dari kalangan Tabi’in dan

ini merupakan pendapat Malik Ibn Annas, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq”.(al-Tirmidzi

1998)

Adapun dasar argumentasi yang dikemukakan oleh Imam Ahmad mengenai tidak
wajibnya zakat atas perhiasan hampir sama dengan Imam Syafi’i. Ibn Qudamah salah seorang
ulama dari kalangan Hanabilah mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) sahabat Rasulullah yang
berpendapat tidak wajibnya zakat atas perhiasan.(Ibn Qudamah 1968)

Berbeda dengan mayoritas ulama di atas yang berpendapat tidak wajibnya
mengeluarkan zakat atas perhiasan, ulama dari kalangan Hanafiyyah berpendapat sebaliknya
bawa wajib hukumnya mengeluarkan zakat atas perhiasan.

Landasan hukum yang dijadikan argumentasi oleh ulama dari kalangan Hanafiyyah
ketia memwajibkan zakat atas perhiasan berdasarkan pada nash yang umum, khusus maupun
qual shahabi. Dalil umum yang dijadikan argumen adalah sebagai berikut:

(3513 () 019)... L0 5 ek 3 Gyl & Gy (B dBia ) sl

‘maka berikan zakat perak dari setiap empat puluh dirham, satu dirham” (Abu
Dawud 2007).

Adapun dalil khusus yang dijadikan argumentasi oleh ulama dari kalangan Hanafiyyah
dalam mewajibkan zakat atas perhiasan adalah sebagai berikut:

UUSMMLQ_\.H\.\.\U&J‘@@\L@jeﬁu‘guﬁAﬂ\"-‘mw‘d‘guJud‘B\)A\u"DAAL'\C‘M‘&“—\Mu.\"ﬁuﬁ
24! Jhwa\yuMw‘eyb&@a@‘dewu‘de\)) dl.ﬁcY dls‘«*'m blSJu.\hu\» L@!dhﬂcu&dwuhﬁ.\b
(JJ\J@\A\JJ)QJMJ}JJ@JJGQM A Y ‘alujft,gbw\u&ag.:\muilu@ﬂu Laé."u.\;ﬁdl.ﬁ
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“dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa seorang wanita datang
kepada Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam membawa anak wanitanya, dan
di tangan anak wanita tersebut terdapat dua gelang tebal yang terbuat dari emas,
kemudian beliau berkata kepadanya: "Apakah engkau memberikan zakat emas ini?"
Wanita tersebut berkata; tidak. Beliau bersabda: "Apakah engkau senang karena
kedua gelang tersebut Allah memberimu gelang dari api pada Hari Kiamat?" Khalid
berkata; kemudian wanita tersebut melepas kedua gelang tersebut dan
melemparkannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata; kedua
gelang itu untuk Allah 'azza wajalla dan rasulNya.” (Abu Dawud 2007).

Selain dalil yang bersifat umum dan khusus, ulama Hanafiyyah berargumen dengan
logika bahwa menurut mereka sebab diwajibkannya zakat atas emas dan perak (perhiasan)
karena keduanya merupakan harta yang berkembang. Dengan demikian terdapat kewajiban
zakat atasnya (Musthafa Dib al-Bugha 2013).

Lebih lanjut ulama Hanafiyyah mengemukakan gaul al-shahabi yaitu gaul Ibn Ma’sud
dan Ibn Umar mengenai riwayat yang mewajiban zakat atas perhiasan. Adapun riwayat yang
menjadi argumentasi dalam mazhab Hanafi sebagaimana tertera dalam kitab al-Lubab adalah
sebagai berikut:

il BB o 3 g il G5

“Adalah Ibn Mas’'ud memandang bahwa zakat atas perhiasan adalah wajib” (Ibn
Mas’ud al-Anshori 1994).

o) 3,) i I8 43y LA BS540 Gy rall ASjA L) GEKG 8 40T 033 e, Al B, it 0 a8 (83
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“Dari Umar Ibn Syu’aib , dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya ia telah menulis
surat kepda khazanah Salim untuk mengeluarkan zakat atas perhiasan anaknya
setiap tahun” (al-Daruquthni 2004).
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“Telah menceritakan kepada kami Waqi, dari Jarir Ibn Hazim dari Amr Ibn Syu’aib
dari Abdullah Ibn Umar bahwasannya ia memerintahkan istrinya untuk
mengeluarkan zakat atas perhiasannya” (Ibn Abi Syaibah 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik ulama yang tidak
mewajibkan zakat atas perhiasan, yaitu kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah,
maupun ulama yang mewajibkan zakat atas perhiasan yaitu kalangan Hanafiyyah sama-sama
berargumen berdasarkan gaul al-shahabrt salah satu pertimbangan hukumnya.

Jaminan Atas Sebuah Pekerjaan
Sebagian ulama fikih berpandangan bahwa akad istishna’ termasuk kedalam kategori
akad jasa. Menurut konteks fikih muamalah akad jasa termasuk dalam kategori akad ijarah
‘ala ‘amal. Syaikh ‘Ala al-Din Za’tari menggambarkan bahwa akad ijarah ‘ala ‘amal atau sewa
jasa/keahlian dapat digambarkan dalam 2 (dua) bentuk, antara lain:(‘Ala al-Din Za’tari 2008)
a. Ajir Khash (Pekerja khusus)
Pekerja yang melakukan suatu pekerjaan yang manfaatnya ditunukkan bagi mujir
khusus, antara lain pengawal pribadi, sopir pribadi, dan asisten rumah tangga (ART).
Ajir berhak mendapatkan ujraj (upah/fee) sesuai jangka waktu yang disepakati dan
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cara pembayarannya sesuai kesepakatan dan/atau peraturan perundang-undangan
atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
b. Ajir ‘Am (Pekerja umum)

Pekerja yang melakukan suatu pekerjaan yang manfaatnya ditunjukkan kepada
banyak mujir dan yang lainnya, seperti dokter yang melakukan praktik umum,
konsultan hukum, atau konsultan bisnis. Ajir (misal dokter) berhak mendapatkan
ujrah atas dasar pekerjaan yang dilakukannya yang cara pembayarannya dilakukan
seusai kesepakatan dan/atau peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang
berlaku di masyarakat.

Menurut Musthafa Dib al-Bugha, tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) dikalangan
ulama fikih bahwa ajir khas (pekerja khusus) tidak ada jaminan terhadap jasa yang ia lakukan
apabila terjadi kerusakan kecuali apabila ia melakukan ta’adi (melakukan perbuatan
melampaui batas), apabila ia melakukan ta’adi maka ia dapat dituntut untuk memberikan
jaminan (Musthafa Dib al-Bugha 2013).

Ulama berbeda pendapat dalam hal ajir musytarak dinamakan dengan shani (orang
yang melakukan jasa pembuatan atas barang) apakah ia menjamin apabila ada kerusakan
pada barang ia yang buat walaupun ia tidak melakukan ta’adr ataukah ia tidak ada jaminan
kecuali apabila ia melakukan ta’adi.

Menurut kalangan ulama Malikiyyah dan Hanabilah bahwa shani tersebut wajib untuk
menjamin secara mutlak baik ia melakukan ta’adf ataupun tidak. Adapun ulama dari kalangan
Syafi’iyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa shani ia tidak wajib menjamin atas barang
tersebut kecuali apabila ia melakukan ta’adi (Musthafa Dib al-Bugha 2013).

Menurut Ali Jum’ah, ulama yang berpendapat bahwa shdni wajib menjamin atas
barang tersebut secara mutlak berargumen dengan mashlahah dan sebagai upaya prefentif
(sad al-dzart'ah) agar tidak kehilangan hak-hak bagi pemasan barang tersebut (‘Ali Jum’ah
2004).

Selain berdasarkan mashlahah dan sad al-dzari’ah, bagi ulama yang berpendapat
bahwa pihak shani wajib menjamin atas barang yang ia buat berargumen beradasarkan gaul
shahabi, yakni qaul Umar Ibn al-Khattab dan gaul ‘Ali Ibn Abi Thalin sebagai berikut:

i ) O o) 93) gl (b1 KIAT L pgdlas ] b Ll ) sial) (dl) pUkal) iy i) o e 8 (

“Dari Umar Ibn al-Khattab bahwa Jaminan diberlakukan bagi pembuat barang
yang menjual jasa mereka apabila barang tersebut rusak ditangan pembuat
barang” (Ibn Abi Syaibah 2013)

(i) o g) ™ AU ) Gl il ¥ 18 () ially Ual) Gyaiad HI8 ™ A (Ll (e
“Dari ‘Ali Bahwa ia berkata bahwatidak akan adanya kemaslahatan kecualu adanya
jaminan atas tukang cukur dan tukang emas”.(al-Baihaqi 1989)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjaminan yang dilakukan oleh
shani atas jasa yang dia lakukan untuk membuat suatu barang bagi konsumennya
berdasarkan gaul shahabi.

KESIMPULAN

Secara konseptual gaul shahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah Saw
tentang suatu kasus. Namun dalam tataran implementasinya, para ulama berbeda pendapat
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mengenai sejauhmana keabsahan gaul shahabrt dijadikan sebagai dalil hukum atau landasan
argumentasi dalam penetapan hukum. Adapun aplikasi konsep gaul shahabt dalam bidang
muamalay maliyyah (hukum ekonomi syariah) berdasarkan penelitian penulis
teraplikasikan dalam 5 (lima) hal, yaitu: (1) larangan bai’ Tnah berdasarkan gaul ‘Aisyah; (2)
kadar ganti rugi atas pencederaan hewan ternak; (3) zakat pada harta anak kecil dan orang
gila; (4) zakat al-hullf (zakat perhiasan); dan (5) tadhmin al-shunna (jaminan atas sebuah
pekerjaan).
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